Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.
ZA 000 >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara Hadhanah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Mataram, 14 Juni 1988, agama
Islam, pekerjaan dokter, pendidikan S.1, tempat kediaman
di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Asep Agustian, S.H. M.H., Iryanto, S.H., M.H.,
Burhan Kosasih, S.H., M.H., Agus Supriadi, S.H.,
Hasan Mu’min, S.H., para advokat/ Penasihat Hukum
pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Asep Agustian,
S.H. M.H., Dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko Galuh
Mas Blok | No. 29 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 09 Juni 2022 yang terdaptar dalam
register kuasa di Pengadilan Agama Karawang tanggal 13
Juni 2022 No: 1172/ KS/VI1/2022/PA.Krw, semula sebagai
Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang ' sebagai
Pembanding;

melalawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Bengkulu, 30 Mei 1986, agama
Islam, pendidikan Strata ll, pekerjaan Advokat, bertempat
tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai
Tergugat/  Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan

perkara tersebut;
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DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw
tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulga’dah 1443
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

2. Menetapkan anak yang bernama (Nama Anak), (perempuan) Umur 8
tahun 11 bulan, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Konvensi;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Tergugat
hadir kuasa hukumnya masing-masing, terhadap putusan tersebut
Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal
13 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam ~Akta Permohonan Banding
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Karawang dan selanjutnya permohonan banding tersebut

diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana
Tanda Terima Memori - Banding tanggal 22 Juni 2022 Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw yang diterima oleh Panitera Pengadilan
Agama Karawang pada tanggal 22 Juni 2022 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Juni 2022 yang pada
pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI ;
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1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Krw, tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Dzulga’dah 1443 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama (Nama
Anak), perempuan, usia 12 tahun 11 bulan berada dibawah
pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat -~ Rekonvensi sekarang
Pembanding, sebagai Ibu kandungnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sekarang Pembanding untuk memberikan akses kepada Tergugat
Konvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang
bernama (Nama Anak) dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati
dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  sekarang

Pembanding;

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana
Surat = Keterangan Panitera Pengadilan < Agama - Karawang = Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 12 Juli 2022 dan telah diberitahukan
kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 14 Juli 2022 yang pada

pokoknya sebagai berikiut :

MENGADILI
1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING;
MENGADILI SENDIRI

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 2 Juni 2022;

HIm.3 dari 16 him. Pts. No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



2. Menetapkan Anak yang bernama (NAMA ANAK) binti RENDY
RHOMADANNIUS, SE., SH., MM., M.Kn., berjenis kelamin Perempuan
Umur 8 tahun 11 bulan, tetap berada dalam asuhan TERGUGAT
KONVENSI dan PENGGGUGAT REKONVENSI sekarang
TERBANDING;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT
REKONVENSI sekarang TERBANDING memberikan akses kepada
PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sekarang
PEMBANDING untuk bertemu dengan (NAMA ANAK);

4. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI
sekarang PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas
(inzage) pada tanggal 24 Juni 2022, dan Pembanding melakukan
pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 24 Juni 2022 sesuai
dengan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022 /PA.Krw tanggal 24
Juni 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang dan untuk
Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) pada
tanggal 17Juni 2022 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 01 Juni 2022 yang dibuat Panitera

Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi' Agama Bandung pada tanggal 04
Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama
Karawang dengan surat Nomor W10-A/2419/HK.05/VI1/2022 tanggal 04
Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan

Terbanding;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
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Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara

formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses
mediasi dengan bantuan mediator Drs. ,TauhidS.H., M.H.Hakim Pengadilan ,

,/Agama Karawangb erdasarkan laporan Mediator tanggal27 Januari 2022
ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah
dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1. Tahun 2016, oleh karenanya proses

penyelesaian perkara secara litigasi-dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan
ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu
untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat
dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian

dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;
Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut
hak asuh anaknya yang bernama (Nama Anak) yang sekarang ikut bersama
Tergugat agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat, dengan alasan karena
Penggugat sering kali mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya
tersebut dan bahkan Tergugat selalu berupaya untuk selalu menghalang-
halangi Penggugat agar tidak dapat bertemu, dan juga anak tersebut masih
di bawah wusia 12 (dua belas) tahun yang merupakan hak ibunya
(Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Februari 2022 yang
pada pokoknya Tergugat menolak gugatan tersebut dan menyatakan
Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu
dengan (Nama Anak), setiap saat Penggugat menghubunginya dan bertemu
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bahkan menginap dengan Penggugat tidak pernah  Tergugat
menghalanginya, justru Tergugat yang mempersiapkan seluruh keperluan
pakaian dan perlengkapan lainnya yang dianggap perlu sebagai bekal

selama bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa  Pengadilan Tingkat Pertama  telah
mempertimbangkan dalil pokok gugatan-Penggugat, jawaban Tergugat serta
bukti saksi-saksi maupun_bukti surat baik dari Penggugat dan Tergugat
dengan tepat dan benar, yang telah menetapkan bahwa anak yang bernama
(Nama Anak) binti (Nama Ayah kandung),.umur 8 tahun 11 bulan ada
dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya.oleh karena itu Majelis
Hakim 'Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi
sebagai pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu untuk menambah dan
melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karawang sebagaimana diuraikan
dalam Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 02 Juni 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulgo’dah 1443 Hijriyah, maka

ditemukan fakta sebagai berikut;

— Bahwa semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang anak bernama
(Nama Anak) berada dalam asuhan Terbanding/Tergugat. Bahwa
selama berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tetap tumbuh
sehat dan. mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan
kecerdasan intelektual dan agama si-anak;

— Bahwa anak bernama (Nama Anak), sekarang belajar di Sekolah Dasar
Islam Al Azhar Karawang;

— Bahwa anak bernama (Nama Anak) tidak mau ikut Penggugat ke
Sumatera,

— Bahwa selama ini Penggugat tidak ada kesulitan untuk bertemu dengan

anak kandungnya,
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— Bahwa sekarang Penggugat sedang menyelesaikan studi dokter
spesialis di Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;

— Bahwa Penggugat terindikasi telah melakukan perselingkuhan dengan

laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya
pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang
tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah atau tidak
cermat dalam menganalisa bukti-bukti dalam persidangan sehingga telah
menetapkan hak asuh anak yang bernama (Nama Anak) binti (Nama Ayah
kandung)., umur 8 tahun 11 bulan . diberikan kepada Tergugat/Terbanding,
selengkapnya alasan-alasan Pembanding sebagaimana termaktub dalam
memori banding tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam
putusan ini dan Tergugat/Terbanding menanggapi dalam kontra memori
banding yang pada pokoknya bahwa putusan tersebut sudah tepat dan
benar —dengan alasan-alasan sebagaimana dalam kontra memori

bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Berita acara
sidang dan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding
/Penggugat  tidak dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat
Pertama telah mengkonstatir, mengkualifkasi serta mengkonstituir dengan
tepat dan benar dalam memutus perkara tersebut dan keberatan-keberatan
Terbanding dalam Kontra memori bandingnya dapat dipertimbangkan,
namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu-menambahkan petimbangannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, agar pengadilan
menetapkan anak yang bernama (Nama Anak) binti Rendy Rhomadannius,
perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2013, berada dalam asuhan
Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan

gugatan tersebut lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa anak merupakan suatu amanah yang harus
dijalankan oleh kedua orang tua untuk memelihara baik secara pisik maupun
mental supaya tumbuh dan berkembang dengan baik dan memperoleh
kecerdasan terutama kecerdasan spirituil adalah merupakan tanggung jawab
kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus
meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, akan tetapi bila terjadi
perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka
Pengadilan Agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas yang
mulia dan berat, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling penting
dalam mempertimbangkan masalah sengketa hadhanah  adalah demi
kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani,
kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, bukan hanya semata-mata
untuk kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Selanjutnya hak hadhanah
sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya
seperti hak milik kebendaan, akan tetapi hadhanah hanya semata-mata
menunjukkan kepada kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk
menjadikan anak tersebut menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Dengan
demikian masing-masing pihak tidak diperkenankan menghalang-halangi
untuk berhubungan dengan anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 2
huruf (a), (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya.
Selanjutnya ketentuan Pasal 156 huruf (c) menjelaskan bahwa seorang ibu
bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun-masih berusia di bawah 12 tahun
apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila
demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama
dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama

Penggugat melanjutkan study di Sumatera Utara semenjak tahun 2018
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sampai sekarang, anak yang bernama (Nama Anak) binti Terbanding diasuh
dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya dan selama dalam
pemeliharaan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat anak
tersebut merasa nyaman, hidup dilingkungan yang kondusif, belajar di
sekolah yang favorit (Sekolah Dasar Islam Al-Azhar Karawang), tumbuh
sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental,
kecerdasannya dan pendidikan agamanya dan tidak terdapat bukti selama
dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir
batin;

Menimbang, bahwa selama anak yang bernama (Nama Anak)
berada dalam asuhan Tergugat tidak terbukti adanya hambatan bagi
Penggugat untuk bertemu dan bergaul dengan anaknya dan sebagaimana
keterangan saksi kedua Penggugat sekarang ini anak tersebut bersama
dengan Penggugat. Disisi lain Tergugat justru memfasilitasi Penggugat untuk
bertemu dan bergaul dengan anak dengan cara menyiapkan berbagai
keperluan selama ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat (sebagai ibu kandungnya)
sekarang ini masih menempuh studi dokter spesialis di Program Studi
Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas
Sumatera Utara, tentunya akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran
sehingga dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan dan perhatiannya
yang berdampak terhadap perkembangan mental dan kecerdasan anak
sekiranya anak tersebut ikut -bersama Penggugat. Juga berdasarkan bukti
T(6) dan T(7), yaitu surat pengakuan dari Penggugat pernah berselingkuh
dengan laki-laki lain tertanggal 1 Agustus 2020dan bukti T.7 tersebut
merupakan pengakuan dari Muhammad Husein yang menyatakan telah
berselingkuh dengan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat terbukti
diindikasikan atau sekurang-kurangnya telah melakukan perselingkuhan
dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai
Penggugat sudah tidak bisa menjaga kehormatan sebagai seorang isteri dan
tidak memberi tauladan yang baik bagi anaknya (vide Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh untuk anak yang
bernama (Nama Anak) binti Terbanding, perempuan, lahir pada tanggal 23
Juni 2013 (umur 8 tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat
dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang ikut bersama
Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diluar biaya
pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap
tahun sampai anak tersebut dewasa, oleh karena gugatan hak pemeliharaan
anak (hadhanah) dari Penggugat telah ditolak, maka gugatan tentang nafkah

pemeliharaan anak dinyatakan tidak dapat diterima;
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat semula dalam konvensi sebagai
Tergugat Konvensi dalam rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi dan
semula Tergugat dalam konvensi sebagai Penggugat Konvensi dalam
rekonvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis
mutantis merupakan satu  kesatuan yang tidak terpisahkan ' dengan
pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah
dipertimbangkan dalam Konvensi @ dipandang telah termasuk dalam

pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat  Banding terhadap
Rekonvensi di atas sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Tingkat
Pertama menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding sendiri yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T. 7, yaitu foto kopi
surat pernyataan yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan
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aslinya yang berisi pengakuan dari Penggugat dan Muhammad Husein
yang menyatakan bahwa Primidya selaku Penggugat telah melakukan

perselingkuhan dengan saudara Husein;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengakuan tersebut setelah
Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya dengan
seksama, maka surat pengakuan tersebut telah memenuhi syarat Formal
dan Materil Akta sepihak (Pasal 1878 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa isi dan tanda tangan yang termaktub dalam
surat tersebut diakui oleh yang membuatnya dalam hal ini saudara Primidya
dan Saudara Husein ;maka nilai pembuktian sama dengan akta autentik
yaitu sempurna dan memngikat ,dalam hal ini bisa berdiri sendiri tanpa

bantuan alat bukti yang lain.

Menimbang Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti Pembanding telah
melakukan perbuatan selingkuh dengan saudara Husein sebagai perbuatan
yang tidak terpuji dan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai
seorang isteri yang masih terikat pernikahan dengan Terbanding yang
mengakibatkan = tidak terpenuhinya syarat-syarat = hadhanah = bagi

Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pembanding melakukan
perbuatan tidak terpuji dan tidak bisa menjaga kehormatan sebagai isteri,
maka berdasarkan pendapat pakar hukum ‘Islam, yaitu Syech Taqgiyyudin
Abu Bakar Al Hinshi dalam kitabnya Kifayatul Ahyar Juz Il halaman 152 yang
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya
“Syarat-syarat hadlanah itu ada 7(tujuh)”, berakal, merdeka, beragama Islam,
menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya) tinggal ditempat yang dipilih
dan belum menikah dengan laki-laki-lain, jika tidak terpenuhi salah satu
diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara

anaknya”;

Menimbang pula berdasarkan pendapat Ibrohim Al Bajuri dalam

kitabnya Bajuri Juz Il halaman 198 dan yang diambil alih sebagai pendapat
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Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya “Dan diantara syarat-syarat
hadlanah yaitu mempunyai sifat iffah dan amanabh, iffah yaitu mencegah diri
dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat),
maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan

itu ialah meninggalkan sholat)’;

Begitu pula berdasarkan Putusan-Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 655/K/AG/2011/tanggal 24 April 2012 yang abstraksi hukumnya
sebagai berikut “Isteri yang terbukti berperilaku buruk (punya hubungan
dengan laki-laki lain, pacaran, selingkuh). tidak pantas diberikan hak

Hadlanah®;

Menimbang, - bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
demi  kepentingan anak, hak hadlonah dialihkan. kepada ayahnya
/Terbanding disebabkan Pembanding selaku ibunya dianggap tidak cakap,
mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat
pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak
(vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku
Il halaman 156);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
melaksanakan pemeriksaan ditempat/Decente pada tanggal 12 Mei 2022
dimana anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang pada
pokoknya didapati bahwa anak tersebut tempat tinggal yang representatif
yang memungkinkan anak itu tumbuh dan berkembang dengan sehat dan
juga memperlihatkan kedekatan hubungan emosional anak dengan ayahnya
begitu pula kelihatan nyaman dengan ayahnya dan tidak pernah terjadi

permaslahan yang mengganggu kenyamanan anak tersebut selama ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi harus dikabulkan dan anak yang
bernama (Nama Anak) tersebut dialihkan pengasuhannya pada
Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang anak tersebut sekarang sudah

berada pada Terbanding/Penggugat Rekonvensi, maka diperintahkan
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kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk untuk memberi akses
kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya

tersebut;
Dalam Konvensi Dan rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis- Hakim Tingkat Pertama telah
membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat
Konvensi/Tergugat- Rekonvensi dan Kepada Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
karena perkara a quo Ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah ‘dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang
timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pembanding, oleh
karena itu amar yang memerintahkan untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng harus diperbaiki menjadi sebagaimana termaktub dalam
diktum putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding dengan
perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14
Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabtraksikan kaidah hukum:
Bahwa hakim banding tidak harus meninjau: serta mempertimbangkan
segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh
Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut
kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang
dijadikan dasar. dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka
dengan sendirinya. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan
Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal
2 Juni 2022 yang bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo’dah 1443 Hijriah
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harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyinya termaktub dalam

diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka

sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada

Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan. perundang-undangan yang

berlaku ‘dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat
diterima.
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/
Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 02 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 2 Dzulqo’dah 1442 Hijriyah,dengan perbaikan amar yang

berbunyi sebagaimana diktum dibawah ini;

Dalam Konvensi

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1.
2.

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menetapkan anak yang bernama (Nama Anak) (perempuan) Umur 8
tahun 11 bulan, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Konvensi dan diperintahkan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi
untuk untuk memberi akses kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi

untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama hingga saat ini sejumlah
Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
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[ll. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus

lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari-Selasa tanggal 16 Agustus
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam1444 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Enas ‘Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis,Dr. H. ABD. Latif, M.H.
dan Drs. H.Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 04 Agustus 2022
untuk ‘memeriksa dan -mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota
dan dibantu Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Dr. H. Abd.Latif,M.H. Drs. H.Rd.Mahbub Tobri, M.H.
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Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses ' Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp  10.000,00
- Biaya materai : Rp~ 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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